BUPATI HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
'NOMOR : /84 /33 /HU/2015

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT HIBUALAMO

Menimbang

Mengingat

SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

. bahwa pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dan

hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi

dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan dan perlindungan
keberadaan Masyarakat Hukum Adat Hibualamo yang telah
memenuhi kriteria untuk dikukuhkan sebagai masyarakat hukum

adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat
istiadat;

>. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014

tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

menentukan bahwa pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat
ditetapkan dengan keputusan Bupati; '

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Keputusan Bupati
Halmahera Utara tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat Hibualamo di Kabupaten Halmahera Utara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3277);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan
Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3895); l
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Ngmor 4264);
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Pendtaan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengclolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 49: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5214);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik-
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan

Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and
Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The
Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses
pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil
dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi
Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Negara Republik indonesia w@hun 20if Nomor 7. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265

17. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentans Pemenniahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

53587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589;

18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 146);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

22.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Permasalahan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 32);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan
Pelembangaan Adat di Kabupaten Halmahera Utara;

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan;

MEMUTUSKAN

Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat Hibualamo sebagai

masyarakat adat di Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki tata'

nilai, norma, adat istiadat, lembaga adat dan kearifan lokal yang diakui
secara turun temurun;

Masyarakat Hukum Adat Hibualamo meliputi wilayah adat yaitu;
Hoana Modole, Hoana Pagu, Hoana Towiliko, Hoana Boeng, Hoana
Lina, Hoana HubotoCH,na_n@{umulati, Hoana Gura, Hoana Morodina,

- Hoana Morodai dan, HO%&_L@

Masyarakat Hukum Adat Hibualamo memiliki peta Wilayah adat
dengan batas-batas alam dan batas administrasi sebagaimana

terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan
keputusan ini;




Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadl antar
warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat
masyarakat hukum adat Hibualamo dengan memperhatikan prinsip
keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian

lingkungan hidup;

KELIMA . Lembaga adat, berdasarkan hasil musyawarah dengan warga

Masyarakat Hukum Adat, mewakili Masyarakat Hukum Adat dalam
melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakalil perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobclo
Pada Tanggal - .
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BUPATI HALMAXERA UTARA,

-

HEIN NAMOTEMO

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Propinsi Maluku Utara;

3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara;

4. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Utara;
o

o

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Kabupaten
Halmahera Utara;

Yang bersangkutan.







